BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI .

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2019 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



10.

Ll.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200S tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketigabelas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan
Ketigabelas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negerir Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1



Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018
Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN

ANGGARAN 20109.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng

Tahun 2018 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :
1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 440.092.905.000,00
2. Bertambah / ( berkurang ) Rp. 4.018.854.000,00 +
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 444.111.759.000,00



2.

b. Dana perimbangan

Ci

Belanja :
a.

1.

Semula Rp. 1.332.

2. Bertambah / ( berkurang ) Rp.
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

815.878.000,00
351.294.136,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1

Semula Rp. 598.
2. Bertambah / ( berkurang ) Rp. 33.

337.904.654,36
282.020.769,64

Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Belanja Tidak Langsung
Belanja pegawai

1.
2.

Semula Rp. 858.
(15.999.073.521,17)

Bertambah / ( berkurang ) Rp.

140.498.611,03

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan

Belanja bunga

L
2.

Semula Rp.
Bertambah / ( berkurang ) Rp.

!

Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan

Rp.

Rp.

Rp.

1.333.167.172.136,00

631.619.925.424,00
2.408.898.856.560,00

842.141.425.089,86



Belanja subsidi

1. Semula Rp. -
2. Bertambah / ( berkurang ) Rp. L
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp.

Belanja hibah

1. Semula Rp. 90.733.950.000,00
2. Bertambah / ( berkurang) Rp. 2.120.850.000,00 +
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp.

Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp. 7.192.600.000,00
2. Bertambah / ( berkurang ) Rp. 24.458.400.000,00 +
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp.

Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula Rp. 19.930.000.000,00
2. Bertambah / ( berkurang) Rp. 100.000.000,00 +
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp.

Belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp. 240.125.308.000,00
2. Bertambah / ( berkurang ) Rp. 78.529.000,00 +
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp.

92.854.800.000,00

31.651.000.000,00

20.030.000.000,00

240.203.837.000,00



- Belanja tidak terduga

1.
2.

Semula Rp. 4.067.317.000,00
Bertambah / ( berkurang ) Rp. (2.224.327.900,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

b. Belanja Langsung &
- Belanja pegawai

s
2.

Semula Rp. 50.142.820.634,00
Bertambah / ( berkurang ) Rp. (1.497.351.100,00)

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan

- Belanja barang dan jasa

| F
2.

Semula Rp. 769.565.309.994 23
Bertambah / ( berkurang ) Rp. 67.513.709.212,04

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan

- Belanja modal

I3
2

Semula Rp. 370.487.970.216,10
Bertambah / ( berkurang ) Rp. (34.819.382.442,52)

Jumlah Belanja modal setelah Perubahan

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Jumlah Belanja Setelah Perubahan :

Surplus/(Defisit)

Rp.

Rp.

Rp.

1.842.989.100,00

1.228.724.051.189,86

48.645.469.534,00

837.079.019.206,27

335.668.587.773,58

1.221.393.076.513,85

2.450.117.127.703,T1
(41.218.271.143,71)



3. Pembiayaan :

- Penerimaan
1. Semula Rp. 51.696.529.885,00
2. Bertambah / ( berkurang ) Rp. 34.779.184.342,71 +
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 86.475.714.227,71
- Pengeluaran
1. Semula Rp. 12.557.443.084,00
2. Bertambah / ( berkurang ) Rp. 32.700.000.000,00 +
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 45.257.443.084,00
Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 41.218.271.143,71
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. (0,00)

Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IlI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Diundangkan di Singaraja.
pada tanggal 26 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 45

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 26 September 2019
. JE’: ULELENG,

% PU GUS SURADNYANA €.



